BAB IV

ANALISISDIVERSI DALAM PEMBUNUHAN

4.1. ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP DIVERS

DALAM PEMBUNUHAN

UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilaaridAnak (SPPA)
yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 (TLNB122153) merupakan
pengganti UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengaditeak yang efektif mulai
berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tangijundangkan. Apabila
ditelusuri, alasan utama pengganti UU tersebutrditegkan UU Nomor 3 Tahun
1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangankdbhutuhan hukum
masyarakat karena secara komprehensif belum mdmheperlindungan kepada

anak yang berhadapan dengan hukum.

Dikaji dari perspektif masyarakat Internasionahtefap perlindungan hak-
hak Anak, antara lain terlihat dari adanya ResdRBB 44/25 —Convention on
the Rights of the ChildCRC) (diratifikasi dengan Keppres 36 Tahun 1990),
Resolusi PBB 40/33 — UM$tandard Minimum Rules for the Administrations of
Juvenile Justicgthe Beijing Rules Resolusi PBB 45/113 — URtandard for the
Protection of Juvenile Deprived of Their Libertgesolusi PBB 45/112 — UN
Guidelines for the Prevention of Junivele Delingue(The Riyardh Guidelings
dan Resolusi PBB 45/110 — UBtandard Minimum Rules for Custodial Measures

1990 (The Tokyo Rulg¢sHal demikian, didasarkan pada pemikiran bahwakan
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merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha BEsanyamiliki harkat dan
martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakgnn yang tidak
terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusiakéderlangsungan sebuah
Bangsa dan Negara. Dengan peran Anak yang pemiingak anak telah secara
tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI51hasil amandemen,
dimana Negara menjamin setiap anak berhak atasdselagan hidup, tumbuh
dan berkembang serta berhak atas perlindungarkeleerasan dan diskriminasi.
Pengaturan mengenai hak-hak anak tersebut kemuiarjudkan dalam UU
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Ahak.

SPPA bertujuan untuk menjaga harkat dan martakelt, &®mudian anak
berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutamadpeban hukum dalam
sistem peradilan. Oleh karena itu, SPPA tidak hatigkankan pada penjatuhan
sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, miadai juga difokuskan pada
pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan selssgana mewujudkan
kesejahteraan anak pelaku tindak pidana terselaltdémikian sejalan dengan
tujuan penyelenggaran SPPA vyang dikehendaki olehiadunternasional,
sebagaimana terlihat dalam Peraturan Perserikaedagda-Bangsa dalabnited
Nations Standard Minimum Rules for the Administratiof Juvenile Justice

(SMRJJ) atad he Beijing Rulesyang menyatakan:

YLilik Mulyadi, Eksistensi UU Sistem Peradilan PidaAnak Makalah dalam Seminar
Hukum Nasional “Menyongsong berlakunya UU NomorTEhun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak: Problema dan Solusinya”, Fakultasuduklniversitas Atma Jaya, Yogyakarta, 26
Maret 2013.
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“The juvenile justice system shall emphasize weiinp of the juvenile and
shall ensure that any reaction to juvenile offersdehall always be in
proportion to the circumstances of both the offesdm offence.?

Sebagai suatu sistem penegakan hukum pidana, U &iniliki tiga
aspek penegakan hukum, yaitu aspek hukum pidarexiglatispek hukum pidana
formal dan aspek hukum pelaksanaan pidana. Aspé&kinmupidana materiel
dalam UU SPPA, terlihat dari diaturnya ketentuamameg diversi, batas umur
pertanggungjawaban pidana Anak, pidana dan tindaBadangkan mengenai
aspek hukum pidana formalnya terlihat dari diatarkgtentuan tentang prosedur
beracara pada tahap penyidikan, penuntutan, pesaarnksidang di pengadilan,
penjatuhan putusan serta pemberian petikan danasalutusan. Aspek dan
dimensi pemeriksaan di sidang pengadilan, kemudanjatuhan putusan,
dilanjutkan dengan penandatanganan petikan damasalputusan dilakukan
Hakim sebagai proses menjalankan hukum acara pi@maangkan, menyangkut
aspek hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat ddtirdya ketentuan mengenai
pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas (Balai Pemasyany, LPAS (Lembaga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), dan LPK&ljaga Pembinaan Khusus
Anak).

Ketentuan Pasal 1 angka 7 UU SPPA menyebutkan silivedalah

pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proseslien pidana ke proses di

?United Nations Standard Minimum Rules for the Adstiation of Juvenile JusticéThe
Beijing Rules), Adopted by General Assembly remolut0/33, tanggal 29 November 1985
tersebut, Angka 5 tentang tujuan Sistem Peradil@lama Anak Aims of juvenile justige
terjemahannya sebagai berikut. “Sistem peradildana bagi anak/ remaja akan mengutamakan
kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwai @ad&pun terhadap pelanggar-pelanggar
hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengatade&eadaan baik pada pelanggar-
pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnyabagasémana dikutip dalam Setya
Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistemaéitan Pidana Anak di
Indonesiahlm. 2.
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luar peradilan pidana. Kemudian dalam Pasal 6 UBAS@iversi bertujuan untuk
mencapai perdamaian antara korban dan Anak, meayjedm perkara Anak di
luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari mppesan kemerdekaan,
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan naeniken rasa tanggung
jawab kepada Anak.

Dalam UU SPPA aparat hukum wajib mengupayakan siidaiam sistem
peradilan pidana anak, yakni pengalihan penyelesagakara anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan @danak yang berkonflik dengan
hukum ditangani secara terlebih dahulu dan dilaajutdengamestorative justice
Diversi berarti tidak dilakukan melalui cara pidaneelainkan perdamaian dengan
mempertemukan korban dan pelaku beserta keluargaasta pihak lain beserta
penegak hukum. Para pihak ini kemudian secara fparsama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemukbarbali pada keadaan
semula, dan bukan pembalasan.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah demgahbatkan anak dan
orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinypembimbing
kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesionabbarlan pendekatan keadilan
restoratif. Selain itu juga, dalam hal diperlukanysyawarah tersebut juga dapat
melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atasyamakat. Hal ini
mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan daridwodan keluarganya dalam
proses diversi, agar proses pemulihan keadaan depatpai sesuai dengan

keadilan restoratif.
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Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara ldmpat berupa
perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, pemyerkembali kepada orang
tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau peat di lembaga pendidikan
atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, pelayananyarakat" Hasil kesepakatan
tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan divépsbila proses diversi
tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatarsditidak dilaksanakan,
maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan usetip tingkatanny4.

Terkait dengan umur anak, anak yang belum beruaydda belas) tahun,
walaupun melakukan tindak pidana, belum dapatukaay ke sidang Pengadilan
Anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbanganoleggs, psikologis dan
paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dlas)btahun itu belum
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ana§f gatum berumur 12
(dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidgiat dikenai sanksi pidana
maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakahdeeanak akan dijatuhkan
pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbandieaat ringannya tindak
pidana yang dilakukan. Di samping itu juga dipeklaat, keadaan anak, keadaan
rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubuaggara anggota keluarga,
dan keadaan lingkungannya. Di samping itu hakina jugjib memperhatikan
laporan pembimbing kemasyarakatan. Menurut Undamggtdg No. 11 tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasaly&®2, anak yang belum
berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikewiakan. Sedangkan pasal 70

menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaardpabak, atau keadaan pada

3pasal 11 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
4pasal 13 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
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waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudiapat dijadikan dasar
pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidata anengenai tindakan
dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemamusi2engan demikian
Undang-Undang baru mengubah usia pertanggungjawgidana, dari minimal
delapan tahun menjadi 12 sampai 18 tahun. Batasanyang bisa ditahan 14
sampai 18 tahun.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikanenpntutan dan
pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Kaigib diupayakan”
mengandung makna bahwa penegak hukum anak daridgengenuntut juga
hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar prabesrsi bisa dilaksanakan.
Hal inilah yang menjadi perdebatan dalam Panja R8RPA, bahwa bagi
penegak hukum anak apabila tidak melakukan upayergdiharuslah diberikan
sanksi

Diversi menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 20danhg Sistem
Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) wajib diakay diversi sejak pada
tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan goarkli sidang pengadilan
negeri, sedangkan tindak pidana yang dapat di paydiversi menurut ayat (2)
adalah:

1. tindak pidana yang ancaman pidananya di bawaljuh{ttahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Para pemangku hukum dalam melakukan diversi memaseél 8 ayat (3)

harus memperhatikan: a. Kepentingan korban; b. jfletsaan dan tanggung

®Pasal 95 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang mekalpe ancaman sanksi
administratif dan pasal 96 yang memberikan ancamp@lana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua jatia rupiah).
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jawab anak; c. penghindaran stigma negatif, d. Fedgran pembalasan; e.
Keharmonisan masyarakat; f. Kepatutan, kesusilaarkdtertiban umum.

Menurut pasal 9 ayat (1) harus mempertimbangkan:

a. Kategori tindak pidana;

b. Umur anak;

c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas;

d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pada penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a yaitu katggori tindak pidana,
dijelaskan bahwa ketentuan ini merupakan indikdiahwa semakin rendah
ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversivesi tidak dimaksudkan
untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidanagyaerius, misalnya
pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, darmsrep yang diancam
pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Penjelasan secara rinci mengenai kategori tind@mlanp yang serius
tersebut, penulis akan menguraikan secara khusng yaembahas tentang
pembunuhan. Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa permaonmerupakan
kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Menuaden Marpaung,
pembunuhan merupakan menghilangkan nyawa/kehidpgaa manusi&Dalam
hukum pidana di Indonesia tindak pidana pembunubkah diatur dalam pasal
338 KUHP. Yang berbunyiBarang siapa sengaja merampas nyawa orang lain,
diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjatag lama lima belas

tahun”

®_eden MarpaungTindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tububkarta: Sinar Grafika,
2005, him. 4.
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Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilakukagah sengaja yang
menimbulkan suatu akibat yang dilarang harus dipelaajaran kausalitet.
Dimana ajaran ini bertujuan untuk menentukan huborsgbab dan akibat artinya
bilamana akibat tersebut dapat ditentukan olehussabab. Tanpa mempelajari
kausalitet orang tidak akan tahu siapa yang mekkulndak pidana terseblt.
Menurut Andi Hamzah, berkaitan dengan hal-hal tersedapat diketahui bahwa
terjadinya delik hanya pada delik yang mensyaratddahat tertentu, yaitu delik
materiel, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP)ippeam (pasal 378 KUHP)
daan delik culpa, misalnya karena kelalaiannya malibgtkan kematian orang
lain (pasal 359 KUHP), karena lalainya ,menyebaldkéanya orang lain (pasal
360 KUHP), dan sebagain§a.

Dalam Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa barang ssgmmaja
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembuonulengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun. Bagian idlikdini adalah “dengan
sengaja” serta “merampas nyawa orang lain.” Kegaagadisini ditujukan
kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang nedakan dengan
penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaak m@&nghilangkan nyawa
orang. Matinya orang itu hanya akibat dari penaaan.

Melihat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh andkwah umur, maka
menurut penulis berkaitan erat dengan kondisi kghualan media massa (koran
atau televisi). Meski pada banyak kasus kekerasguulsif oleh anak biasanya

masalah pemicunya sepele, reaksi perilaku yangik#dmeanak yang mengalami

'Suharto. R.M.Hukum Pidana MateriilJakarta: Sinar Grafika, 2002, him. 58.
8Andi HamzahAsas-Asas Hukum Pidanzgkarta: Rineka Cipta, 1991, him. 144.
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masalah ini terkadang lebih dari yang dibayanghdanendang, memecahkan
barang-barang, memukul dan melukai diri sendiriatdaebagian reaksi perilaku
yang dilakukan oleh anak yang melakukan kekerasgulsif. Anak adalah
seorang peniru ulung. Segala gerak geriknya padal amasa kehidupan
didapatnya dari meniru orang di sekitarnya. Oramglan keluarga adalah tempat
belajar pertama kali. Selanjutnya lingkungan akenkdntribusi lebih banyak lagi
dalam membuat si anak belajar hal-hal baru termalam mengungkapkan
perasaan dan berperilaku.

Kembali kepada permasalahan diversi, bahwa kewajin@ngupayakan
diversi dari mulai penyidikan, penuntutan, dan peksaan perkara Anak di
pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindalama yang dilakukan: a.
diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuhuntadan b. bukan
merupakan pengulangan tindak pidaretentuan ini menjelaskan bahwa anak
yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lgéih7 (tujuh) tahun dan
merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib ghikpa diversi. Berkaitan
dengan hal ini pada pasal 9 ayat 1 huruf a mekj@hadahwa aparat baik itu
penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukdimersi harus
mempertimbangkan kategori tindak pidana, yang dgudk<etentuan ini bahwa
diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan teapagelaku tindak pidana
serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedlaoba, dan terorisme,

yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

° pasal 7 ayat 2 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
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Salah satu substansi mendasar tujuan dari UndadgrgnSistem Peradilan
Pidana Anak bahwa menghindari dan menjauhkan aaak pdoses peradilan
sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadak gang berhadapan dengan
hukum. Mengingat anak itu potensi dan penerusaiitabangsa serta merupakan
amanah dan karunia Tuhan yang harus diberikamgerigan khusus, maka anak
semestinya masih berpotensi untuk dibina sehinggh diberi kesempatan kedua
untuk menjadi sosok yang baru dan bersih dari k¢gah Penulis berpendapat
pembatasan diversi terhadap kategori tindak pig@nabunuhan ini bertentangan
dengan tujuan Undang-Undang untuk menghindarkak @awa pemidanaan.

Terkait dengan bunyi “Konsiderans Menimbang” huaufb, ¢ dan d dari
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Analupa&an amanah dan
karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkah daartabat sebagai
manusia seutuhnya. Sehingga untuk menjaga harkahddabatnya, anak berhak
mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelinduhg&aum dalam sistem
peradilan. Bahkan Indonesia termasuk sebagai Nedwak dalam Konvensi
Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Chi¥dng mengatur prinsip
pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajinaiak memberikan
pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapagamehukum. Serta
mengingat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terfamgadilan Anak sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutullarm masyarakat karena
belum secara komprehensif memberikan pelindungapade anak yang

berhadapan dengan hukum sehingga perlu digantedemgdang-undang baru.
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Itu artinya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 difbuat untuk
mewujudkan peradilan yang benar-benar menjaminngerhigan pada anak yang
berhadapan dengan hukum. Diversi dengan pendelegtorative justicesaat ini
sebagai koreksi atas UU Nomor 3 Tahun 1997 yangekakanretributive
justice sehingga penekanannya lebih pada pemulihan kerpbdh keadaan
semula, bukan menekankan keadilan pada pembalRemmasalahan terbesar
dari anak yang berhadapan dengan hukum adalaha&&ienNomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevain baik dari aspek yuridis,
filosofis, dan sosiologis. Undang-Undang ini tidakmberikan solusi yang tepat
bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukoak yang berkonflik
dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikarpdregadilan, akibatnya
adalah akan ada tekanan mental dan psikologisdaphanak yang berkonflik
dengan hukum, sehingga mengganggu tumbuh kembangngi. Dengan
demikian, anak yang berkonflik dengan hukum haritendani secara berbeda
dengan modetetributive justiceyang sama dengan penanganan orang dewasa,
yakni hukuman sebagai pilihan utama atau pembalagas tindakan yang
dilakukan.

Menurut Santi Kusumaningrum, berdasarkan peneltetath menunjukkan
bahwa sekitar 80% dari anak-anak yang diketahusiPolelakukan pelanggaran
hukum hanya akan melakukannya satu kali saja,p@dggunaan sumber-sumber
sistem peradilan yang menakutkan untuk menangaki-anak ini sesungguhnya

sangat tidak berdasar, kecuali benar-benar dipamluk
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Bagi penulis, UU SPPA sangatlah spesial, karenagselcara terbaik dan
paling efektif bagi anak yang berkonflik dengarkinm. Diversi ini menjadi jalan
keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawgpd&egadilan. Terkait bunyi
konsiderans menimbang dalam UU SPPA seharusnygelesaian diversi
menjadi kewajiban dalam penanganan semua kateguiakt pidana yang
dilakukan anak di bawah umur baik di penyidikannygutan, sampai dengan
pemeriksaan perkara di pengadilan.

Penulis menemukan latar belakang substansif yangdasari penerapan
diversi menurut Riza Nizarli dalam seminar “Pengalan Kasus Anak Yang
Berhadapan dengan Hukum Secara Diversi dan Resrhistice”, yaitu anak
adalah sosok yang belum matang baik secara fisilpuoma psikis, anak tidak
mengerti betul tentang kesalahan yang dilakukanapak mudah dibina dari
pada orang dewasa, penjara dan penghukuman adshalals kriminal yang
menjadikan stigma, labelisasi seumur hidup yangadapenghancurkan masa
depan anak, anak masih bergantung pada orangdéirsecara ekonomi maupun
sosial, anak adalah pewaris bangsa dan penerusd®paa kita, generasi penerus
yang berkualitas tidak dilahirkan di balik jerufiukuman adalah jalan terakhir.
Oleh karena itu menurut penulis UU SPPA yang memdgathadap diversi dalam
pembatasan kategori tindak pidana khususnya perhbanubukanlah jalan
penyelesaian terbaik dalam hal memutuskan anak lyark@nflik dengan hukum
melihat dampak negatif yang ditimbulkannya terhagefxembangan anak.

Dalam pasal 2 UU SPPA menyatakan bahwa perlindungaak

dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi analgyaerhadapan dengan
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hukum agar anak dapat menyongsong masa depanngamasih panjang serta
memberi kesempatan kepada anak agar melalui peambal@n memperoleh jati

dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertamy jawab, dan berguna
bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, miegara. Perlindungan anak
juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung ddakt langsung dari tindakan

yang membahayakan anak secara fisik dan/atau p$¥iam hal ini proses

peradilan dan penjara bisa membahayakan anak destlai@dan psikis.

Asas keadilan menurut Abintoro Prakoso, setiap @kesgpian perkara anak
harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Serhalt pang terlibat dalam
tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan aaak proses peradilan
sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadak gang berhadapan dengan
hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalagkdingan sosial secara
wajar. Proses peradilan perkara anak sejak diktgngditahan dan diadili
pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusug y@enar-benar memahami
masalah anak. Hakim dalam memutus perkara harusn yb&nar bahwa
putusannya dapat menjadi salah satu dasar yangukti#t mengembalikan dan
mengantar anak menuju masa depan yang baik untugem@dangkan dirinya
sebagai warga negara yang bertanggung jawab bhmgiugan keluarga, bangsa,
dan negara.

Adanya asas nondiskriminasi dalam UU SPPA mengasikian bahwa
tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkam adtu, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahsatdus hukum anak, urutan

kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/ atau nlenfgsas ini semestinya
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dipertimbangkan benar-benar dalam pasal yang masildiversi terhadap tindak
pidana yang diancam tujuh tahun ke atas.

Lebih lanjut, UU SPPA mendasarkan pada kepentingdraik bagi anak,
ini artinya segala tindakan dan pengambilan kepumusing menyangkut anak,
baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupamangku hukum,
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harlslu senenjadi
pertimbangan utama.

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum lsaaga proporsional.
Dengan demikian segala perlakuan terhadap anaks hamperhatikan batas
keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang bdtikodengan hukum perlu
mendapatkan bantuan dan perlindungan agar seim@@amgmanusiawi. Anak
harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisitah dan fisik, keadaan sosial
dengan kemampuannya pada usia tertentu.

Salah satu asas dari UU SPPA yang menyatakan bg®neampasan
kemerdekaan merupakan upaya terakhir, ini artingdapdasarnya UU SPPA
menekankan agar anak tidak dapat dirampas kemendeyka, kecuali terpaksa
guna kepentingan penyelesaian perkara. Terkaitdidengan pembunuhan UU
SPPA menutup harapan pada anak yang berkonflik aserfgjukum untuk
menyelesaikan perkara secegatorative justice.

Pada dasarnya UU SPPA berasaskan penghindaran lpsarhasehinga
semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana @&orlanak, dan masyarakat),
dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsjlidan menentramkan hati

tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran perabalasialah prinsip
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menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradiana. Dalam UU SPPA
tindak pidana yang diancam pidana di atas tujulurtaiidak bisa melakukan
diversi, dalam hal ini tidak ada bedanya denganN#uhor 3 Tahun 1997 yang
menekankan padeatributive justice.Sehingga akan sulit memasyarakatkan anak
yang berkonflik dengan hukum agar menjadi orang dan berguna, selain itu
tertutup peluang untuk menyelesaikan konflik yamgntbulkan sehingga sulit
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa dataan masyarakat, dan
anak yang berkonflik dengan hukum akan sulit betd@my untuk masa depannya
karena rasa bersalah yang selalu ada.

Dari uraian di atas, penulis memahami bahwa pemkddhdang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak telah bersikap diskati yaitu dengan cara
menerapkan perlakuan berbeda dalam menangani amakberhadapan dengan
hukum dengan membedakan tindak pidana yang diamidama di atas tujuh
tahun dan tidak berlandaskan pada asas perlindugadilan, nondiskriminasi,
kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, peemap kemerdekaan dan
pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghingarabalasan (Pasal 2 huruf

a, b, c, d, h,i, dan j UU Sistem Peradilan Pidanak).

Dalam UU SPPA, acara peradilan pidana anak didalam pasal 16
sampai dengan pasal 62, artinya ada 47 pasal yangatur hukum acara pidana
anak. Hukum acara pidana disebut juga sebagai hugidana formal. Menurut
Lamintang, hukum pidana formal memuat peraturaatpesn yang mengatur

tentang bagaimana caranya hukum pidana yang Hersifstrak itu harus
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diberlakukan secara konkr€tHukum acara peradilan pidana anak merupakan
peraturan-peraturan yang mengatur agar hukum piaiagia yang bersifat abstrak
diberlakukan secara konkret. Sebagai bentuk pearbgaminan perlindungan
hak-hak anak, maka penyidik, penuntut umum, darinhakajib memberikan
pelindungan khusus bagi anak yang diperiksa karém@ak pidana yang
dilakukannya dalam situasi darurat serta pelindongausus dan dilaksanakan
melalui penjatuhan sanksi tanpa pember&tan.

Jaminan perlindungan hak-hak anak juga terdapatntdglasal 18 yang
menyebutkan bahwa dalam menangani perkara anak kanaan, dan/atau anak
saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosiafegional dan tenaga
kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum,nmaétan advokat atau pemberi
bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepeatingrbaik bagi Anak dan
mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpefitimeuk itu, pasal 19 juga
menyebutkan bahwa segala yang berhubungan dengmitad anak, anak
korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakamdakmberitaan di media cetak
ataupun elektronik bahkan identitas sebagaimanaldiod di atas meliputi nama
anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama toi@rgjamat, wajah, dan hal
lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, &makan, dan/atau anak saksi.

Proses diversi dalam sistem peradilan pidana aesedapat pada tahap

penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaangaodan, dan tahap

% A.F. LamintangDasar-Dasar Hukum Pidana IndonesiBandung: Sinar Baru, 1984,
him. 10. Sebagaimana dikutip dalam M. Nasir Djamdihak Bukan Untuk Dihukum Catatan
Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Armik. 151.

pasal 17 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

?Pasal 18 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
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pelaksanaan putusan. Proses diversi dalam sistesdilp@ pidana anak adalah

sebagai berikut:

1.

Sejak dalam tahap masuknya perkara anak, penyldik tapat melakukan
diversi, baik penyidik sebagai penegak hukum, mauypenyidik bertugas
sebagai penjaga ketertiban, pengayoman masyardikat.penyidik tidak
melakukan diversi, maka penyidik akan meneruskgoekeintutan.

Pihak penuntut umum setelah menerima pelimpahdagedari kepolisian,
dapat menentukan apakah perkara akan dilimpahkanpetaeriksaan
pengadilan, atau perkara tersebut dilakukan diversi

Pengadilan anak setelah menerima pelimpahan peskaebut, maka akan
melakukan seleksi untuk menentukan diteruskan jpaaaeriksaan secara
formal dalam sidang anak atau akan dilakukan pdsean informal yang
sama dengan diversi.

Setelah perkara diperiksa secara formal, dalam ihal pun dapat
menetapkan dilakukan pelepasan kembali ke masyaraleipun perkara
tersebut akan diputus bebas ataupun diputus didekylembinaan dalam
lembaga atau di luar lembaga.

Setelah dilakukan pembinaan tersebut, maka terhaelagunya dibebaskan
kembali ke masyarakat.

Menurut penulis, diversi pada kasus-kasus anak yemgadapan dengan

hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagk dr@sak pada kasus yang

ringan maupun kasus yang berat. Program diversags@tmana dicantumkan

Y¥Setya WahyudiQp. Cit.,him. 74.
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dalam Beijing Rules akan memberikan jaminan bahwa anak mendapat
resosialisasi dan reedukasi tanpa harus menanggtigmatisasi. Berkaitan
dengan program diversi maka harus dirancang prognéenvensi yang efektif
misalnya persiapan memasuki dunia kerja dan méakaal lapangan pekerjaan,
persiapan studi lanjutan, pengembangan potensi adhdn program khusus
penurunan dan pengalihan agresivitas menjadi eyarg positif dan kreatif.
Program diversi pada satu sisi harus bertujuan ressalgakan anak, namun pada
sisi lain harus mampu mengembangkan sikap analk umé&nghargai orang lain.
Diharapkan setelah melalui program ini anak mémilikemampuan untuk

memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindgicalagi.
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4.2. ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP DIVERS
DALAM PEMBUNUHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11

TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Topo Santoso, dalam bukunya “Membumikan Hukum Riddslam
Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda” beapahdahwa salah satu
aspek penting dalam hukum pidana Islam adalah aspstforative justice.
Berbeda dengan hukum barat yang sering dikeluhkdmwé hukuman yang
dijatuhkan oleh hakim tidak berpihak pada korbahKan tidak berorientasi pada
pemenuhan hak-hak korban. Dalam konteks hukumaadap pembunuhan atau
penganiayaan, peran korban sering kali tidak dijpkeattudalam sistem dan proses
peraddilan pidana, dalam hal ini peran korban diballh oleh negara. Bahkan
hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak sesuaigde keadilan bagi korban
atau keluarganya.

Pengalihan penyelesaian perkara anak dari prosedila@ pidana ke
proses di luar peradilan pidana dalam hal ini ndnjatilah diversi dalam
peraturan UU Sistem Peradilan Pidana Anak tahur? 2@hg mengutamakan
restorative justice memang tidak diklasifikasikan dalam hukum Islaebagai
sebuah sistem kebijakan dalam menyelesg&amah yang dilakukan oleh anak.
Hanya saja menurut Marlina, sejarah perkembangakurh pidana kata
“diversiorf pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata paaoran
pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Prnesikdemisi Pidana
(President’s Crime Commissiprustralia di Amerika Serikat pada tahun 1960.

Ini artinya, tidak ada istilah diversi dalam literasejarah perkembangan hukum
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Islam. Hanya saja dalam hukum pidana Islam tetdeggamaan dalam program
kebijakan diversi, sebagaimana pernyataan TopooSanbahwa Islam benar-
benar memperhatikan bahwa tujuan dari hukuman gaatnah adalah untuk
menegakkan keadilan, membuat jera pelaku, membericqggahan serta
memperbaiki pelaku dengan didasarkan pada aggédrative justice.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam perspektif $te®i Peradilan Pidana
Anak bahwa diversi menggunakan pendekatastorative justice yakni
mengupayakan proses perdamaian antara pelaku déankdkeluarga korban
guna bersama-sama mencari penyelesaian hukum tipioa berdasarkan
kewenangan polisi, jaksa, maupun hakim untuk mepgam pelaku tindak
pidana yang dilakukan anak dengan cara mengalipkases penyelesaian dari
peradilan ke luar peradilan. Dan dalam UU Sistenadilan Pidana Anak, pelaku
anak tidak dikenai pidana jika belum berusia 14p@nbelas) tahun, hanya dapat
dikenai tindakart?

Terkait dengan batasan usia anak yang dapat dgidatam UU Sistem
Peradilan Pidana Anak, penulis menilai bahwa adarkaan antara UU SPPA
dengan hukum pidana Islam. Mengenai pertanggungjamvpidana dalam hukum
pidana Islam bahwa pembebanan seseorang didagzallarperbuatan atau tidak

adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauaemgiri dan ia mengetahui

4 Bunyi pasal 71 (1)Pidana pokok bagi anak terdiri atas:a. Pidana peringatan,b. Pidana
dengan syarat:1) Pembinaan di luar lembaga,2) Pateyn masyarakat,3) pengawasan, c.
pelatihan kerja, d. pembinaan dalam lembaga, e.jd#an(2) Pidana tambahan terdiri atas: a.
perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindalapa, atau b. pemenuhan kewajiban adat.
Bunyi pasal 82: Sanksi tindakan, (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak
meliputi:;pengembalian kepada orang tua/wali,penparakepada seseorang, perawatan di rumah
sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengilpgndidikan formal dan/atau pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, perteabsurat ijin mengemudi, dan/atau
perbaikan akibat tindak pidana.
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maksud dan akibat dari perbuatan itu. Dalam halgeimui maksud dan akibat
dari suatu perbuatan, hukum pidana Islam telah meembatasan seorang

mukallaf dimana apabila manusia dianggdqaligh (dewasa) bisa dikenai

pertanggungjawaban pidana. Perioblaligh adalah masa kedewasaan hidup
seseorang, tanda-tanda mulai dewasa apabila tettgatuarkan air sperma

dalam mimpi dan mengeluarkan darah haid bagi watéia ditandai dengan

tumbuhnya rambut disekitar kemaluan.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, manusia darggigh (dewasa)
apabila mereka telah mencapai usia 15 tafendapat ulama mazhab tentang
baligh terdapat perbedaan fatwa tentang batasan pertagigguban hukum’
Pertama mazhab Syafii menyebutkan bahwa kritésaigh untuk laki-laki dan
perempuan 15 tahuiedua,mazhab maliki menyebutkan bahwa kritdoaligh
untuk laki-laki dan perempuan 18 tahufetiga mazhab Hanafi menyebutkan
bahwa kriteriabaligh untuk laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tal{sempat
mazhab Hanbali kriteridbaligh sama dengan Syafi'iyah. Dengan demikian
pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatag geéakukan oleh anak-
anak bahwa kondisi di bawah umur merupakan sebglushga hukuman

sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawabaampid

>Syeikh Muhammad Hudai Beikjshul Figh Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, 1965, him. 99.
Sebagaimana dikutip dalam Muhammad Fakhruddin Zuétwalisis Terhadap Batas Usia Dan
Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Undang-Undasygmor 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan AnakSkripsi Program Jurusafinayah Siyasahlrakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012, him. 48.

®Ahmad Hanafipp. Cit.,him. 369.

YAli Imron, Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam ddev@asinya dengan
Cita Hukum Nasional Indonesi&emarang: Walisongo Press, 2009, him. 141.
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Abdul Qadir Audah mengklasifikasikan unsur-unsuruamuntuk jarimah
adalah unsur formal dimana adanya nash (ketentysmj melarang perbuatan
dan mengancamnya dengan hukuman, unsur materiahdiadanya tingkah laku
yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nfgsitify maupun sikap
tidak berbuat (negatif), unsur moral menjelaskamizapelaku adalah orang yang
mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawadias tindak pidana
yang dilakukannya. Orang yang melakukannya adaledmgo yang cakap
(mukallaj) yaitu balig dan berakaf.

Terkait dengangishash yang dalam hukum pidana Islam merupakan
hukuman pelakupembunuhan. Hukumanishash dapat dilaksanakan apabila
pelaku harus orang mukalaf yaibaligh dan berakal. Dengan demikiagishash
tidak bisa dilaksanakan untuk anak yang masih diabaumur dan orang gila,
karena keduanya tidak layak untuk dikenai hukuritah.ini sesuai dengan hadits
nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawuthmiakitab Al Jami’ Ash-

Shaghit

G Al &8 U8 o o A Jsh) & e A ) Adde Ge

“Dari Aisyah ra. ia berkata: Telah bersabda Rasuhll saw:
Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal: dari agayang tidur
sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ianbah, dan dari
anak kecil sampai ia dewas¥’

BAbdul Qadir Audahop. Cit., him. 110-111. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi
Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinapéh, 28.

9Jalal Ad-Din As-SayuthiAl Jami’ Ash-ShaghirJuz I, Dar Al Fikr, tanpa tahun, him. 24.
Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslidbhkum Pidana Islamhim. 151.
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Abdul Qadir Audah menilai bahwa hukuman adalahhsaatu tindakan
yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan pdsuatan yang melanggar
ketentuan syara’, dengan tujuan untuk memelihatartdean dan kepentingan
masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepgafi individu?® Menurut
hukum pidana Islam, hukuman bagi anak kecil yanlgrbemumayiz adalah
hukuman untuk mendidik murnialdibiyah khalishal, bukan hukuman pidana.
Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas nmaagrukuman. Hukum Islam
tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik ydapat dijatuhkan kepada
anak kecil. Hukum Islam memberikan hak kepaddiyal-amr (penguasa) untuk
menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangaiefakarena itu, para
fukaha menerima hukuman pemukulan dan pencelaaagaelbagian dari
hukuman untuk mendidik.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, Ahmad WardiusMh
menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dkdesatas dua perkara,
yaitu kekuatan berpikiridrak) dan pilihan ikhtiar). Sehubungan dengan kedua
dasar tersebut, maka kedudukan anak di bawah uenbeda-beda sesuai dengan
perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupansgmenjak ia dilahirkan
sampai memiliki kedua perkara tersebbilihat dari masa yang dialami oleh
setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasamldelah memberikan batasan
pada masa tidak adanya kemampuan berpikirak). Masa ini dimulai sejak
seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia tugihlurt Pada masa tersebut

seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuasikiverdan ia disebut

**Ahmad Wardi MuslichPengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, op. B, 137
“Abdul Qadir AudahEnslikopedi Hukum Pidana IslarBK. IV, Terj. Indonesia, Bogor:
Kharisma [Imu, 2008, him. 259.
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anak yang belumamyiz Sebenarnydaamyiz atau masa seseorang mulai bisa
membedakan antara benar dan salah, tidak dibatagiad usia tertentu, karena
tamyiztersebut kadang-kadang bisa timbul sebelum ugia tahun dan kadang-
kadang terlambat sesuai dengan perbedaan oraggutigan, kondisi kesehatan
akal, dan mentalnya. Akan tetapi, para fugaha blempan kepada usia dalam
menentukan batas-bate@snyizdan kemampuan berpikir, agar ketentuan tersebut
bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpeggragéeeadaan yang umum
dan biasa terjadi pada anak. Pembatasan tersqgimrtuttian untuk menghindari
kekacauan hukum. Di samping itu pembatastamyiz dengan umur
memungkinkan kepada seorang hakim untuk mengetingan mudah apakah
syarat tersebut (kemampuan berpikir) sudah terdajaat belum, sebab dengan
usia anak lebih mudah untuk mengetahuinya. Meskgmak yang belum berusia
tujuh tahun sudah menunjukkan kemampuan berpiinkan mungkin melebihi
anak yang sudah berumur tujuh tahun, namun ia wmgap beluntamyiz
karena yang menjadi ukuran adalah kebanyakan adangbukan perorangan.
Dengan demikian, seorang anak yang belamyiz karena belum mencapai usia
tujuh tahun, apabila ia melakukan suatu jarimalktidijatuhi hukuman, baik
yang bersifat pidana maupun pendidikan. la tidakmikan hukuman had apabila
ia melakukan" jarimah hudud dan tidak digishashbagaa melakukan jarimah
gishash Akan tetapi, pembebasan anak tersebut dari ggytengjawaban pidana
tidak menyebabkan ia dibebaskan dari pertanggumdgaw perdata dari setiap

jarimah yang dilakukannya. la tetap diwajibkan meg#v ganti rugi yang

99



dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakarmenimbulkan kerugian
kepada orang lain, baik pada hartanya maupun jiazany

Lebih lanjut pada masa kemampuan berpikir yanglerdalam Islam masa
ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tt@un dan berakhir pada usia
dewasalfaligh). Kebanyakan fugaha membatasi usa¢igh ini dengan lima belas
tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usi llielas tahun maka ia sudah
dianggap dewasa menurut ukuran hukum, meskipun kiunggja ia belum
dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifaetapkan usia dewasa
dengan delapan belas tahun. Menurut satu riwagabian belas tahun untuk
laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuamd@pat yang masyhur di
kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat IrAlbon Hanifah. Pada
periode yang kedua ini, seorang anak tidak dikemgiartanggung-jawaban
pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baikrjah hudud gishash maupun
ta'zirr Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaa'dibiyah.
Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuonga jakan tetapi tetap
dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan lamkpidana. Oleh karena
itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukanmah dan berkali-kali pula
dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sabesgadivis atau pengulang
kejahatan. Untuk pertanggungjawaban perdata i@ teiteenakan, meskipun ia
dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, apaleithuatannya merugikan
orang lain, baik hartanya maupun jiwanya. Karenatah@an jiwa dijamin
keselamatannya olelsyara’ dan alasan-alasan yang sah tidak dapat

menghapuskan jaminan tersebut.
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Sedangkan pada masa kemampuan berpikir penuhjibined sejak seorang
anak mencapai usia dewasa, yaitu usia lima belasntanenurut kebanyakan
fugaha atau delapan belas tahun menurut pendapan IAbu Hanifah dan
pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki. Padaogerini seorang anak
dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semumajaryang dilakukannya,
apapun jenis dan macamnya.

Dalam konteks pemidanaan, penulis menemukan bebgeaps hukuman
dan sanksi yang bisa diterapkan kepada pgkkmah bagi anak di bawah umur
dalam hukum pidana Islam, diantarnya adalah hukufidk yang meliputi
pemukulan terhadap anak pada bagian-bagian teryamg tidak merusak atas
fisik anak, jadi yang dipukul hanya bagian-bagianteintu semisal kaki dan
tangan, hukuman selanjutnya dengan membatasi kedrebgang berupa
mengirim si anak ke sebuah lembaga atau departesosial yang bergerak
dibidang pendidikan dan pembinaan, selain itu 8&ssggan membayar denda, atau
memberi peringatan yang diberikan oleh hakim.

Terkait dengan hasil kesepakatan diversi, penulsmahami adanya
kesamaan hukum pidana Islam dengan diversi. Mengemaberian hak kepada
penguasa untuk menentukan hukuman, menurut Abddir @adalf* penguasa
dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak keéséthp waktu dan tempat.

Dalam hal ini, penguasa berhak menjatuhkan hukurbarupa memukul,

?Abdurrahman |. DoiTindak Pidana dalam Syari'at Islanditerjemahkan oleh H. Wadi
Masturi, S.E. & Drs. H. Basri Iba Asghafghari’ah the Islamic Lam? Cet. ke-1, Jakarta: Rineka
Cipta, 1992, him. 11. Sebagaimana dikutip dalam &fummad Fakhruddin ZuhriAnalisis
Terhadap Batas Usia Dan Pertanggungjawaban PidanakADalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anhkn. 59.

»Abdul Qadir Audah, BK. IV]oc. Cit.
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menegur/mencelanya, menyerahkannya kepadhy al-amr atau orang lain,
menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau aekahnak-anak nakal,
menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasanskiDengan demikian
hukuman bagi anak dipandang sebagai hukuman unardidik ¢a’dibiyyah),
bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagaliviss ketika ia kembali
melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebélaligh pada waktu ia
telah baligh. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjajal@in yang
lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu.

Dalam konteks hukum pidana Islagarimah pembunuhan berdasarkan

firman Allah dalam Surah Al-Bagarah ayat 178.
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Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kam
(melaksanakan) gishash berkenaan dengan orang-orang yang
dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hasdizya
dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempetapi

*Qishash adalah hukuman yang semisal dengan kejahatag dilakukan atas diri
manusia.
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barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hidatiadia
mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (telukapadanya
baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanamdahmat dari
Tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas seteélghmaka ia
akan mendapat azab yang sangat p&dih
Surat Al Bagarah ayat 178 tersebut di atas memetgintuan yang secara
tegas ditujukan kepada pelaku yang mukmin dengabakosiapa saja. Apabila
pelaku pembunuhan dimaafkan oleh korban atau lgdnga maka ia terbebas
dari pelaksanaagishash.Dengan pemaafan yang dilakukan oleh korban terhadap
pelaku yang mengakibatkan hapusnya pelaksanaangpfishashberarti telah
terjadi perdamaian. Pihak yang memberikan pemaddiam hukum pidana Islam
adalah korban atau keluarga korban. Ketentuan dsiaat Al Bagarah ayat 178
tersebut memberikan satu keuntungan bagi pelakubgpeunhan, yaitu setiap
korban dan keluarga korban sangat dianjurkan untaknberikan maaf kepada
pelaku asalkan pelaku menjadi baik dan bertaubg@tada Allah sehingga
pelanggar tidak akan mengulangi pelanggaran yantaséi masa mendatang.
Dalam hal ini, korban atau keluarga korban memberikaaf maka pelaku hanya
dibebani kewajiban membayar diyat atau denda periggdadi ketentuan
pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak menghapushghilangkan
pemidanaan, tetapi hanya meringankan pemidanaan.

Dalam hukum Islam, pemaafan lebih diutamakan dadappelaksanan

gishash sebagaimana Rasulullah selalu memerintahkan peamadfetika

“Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahanny@na&ang: Toha Putra, 2002,
him. 33.
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mendapatkan laporan tentang hukum@hash.Sebagaimana hadist Nabi dalam
kitab Al Figh Al Islami wa Adillatuhumelalui Anas ibn Malik.
) (il 4 Jal by adte i JHa 0 g3 N @) G
(s gl ¥ il colaaal g 2aa) o) g 5) sl 48 Jal

Setiap perkara yang dilaporkan kepada Rasulullaingyderkaitan

dengan hukuman gishash, Rasulullah saw selalu nietalkkan

pemaafan. (Hadits riwayat Ahmad dan Ashab As-Sunan kecuali

Turmudzi)®

Pernyataan untuk memberikan pengampunan terselpat didilakukan

secara lisan ataupun secara tertulis. Redaksinga dengan lafaz (kata)
memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskamberikan, dan
sebagainya. Pengampunan menurut persepsi Imam dalikmam Abu Hanifah,
sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah adalamipebasan dagishash
tidak otomatis mengakibatkan adanya hukuman dianuut mereka untuk
tampilnya diat menggantikagishash,bukan dengan pengampunan, melainkan
harus dengan perdamaiash(@lh. Dengan demikian, penggantian hukuman
gishashdengan diat tidak bisa ditetapkan secara sepihalginkan harus dengan
persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak waliugega) korban dan pihak
pelaku (pembunuh). Akan tetapi, menurut Syafi'iyattan Hanabilah,

pengampunan itu disamping menggugurkan hukurgehash, juga secara

otomatis mengakibatkan tampilnya hukuman diat ssbhgkuman pengganti,

*Vahbah ZuhailiAl Figh Al Islami wa AdillatuhuJuz VI, Dar Al Fikr, Damaskus, 1989,
him. 293. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad WardilMiusHukum Pidana Islamhim. 163.
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dan wali korban berhak memiliishashatau diat, tanpa menunggu persetujuan
pelaku (pembunut.

Dalam pandangan hukum pidana Islam, pada hakek&trgapashulhatau
perdamaian dalam pembunuhan. Sayid Sabiq menjelabk#hadalah akad yang
mengakhiri persengketaan antara dua orang yangermkst®® Sayid Sabiq
menyatakan adanya syarat-syarat hak yang disekgketalalam proses
perdamaian yaitu hak yang dipersengketakan berkémattia yang memiliki nilai
atau bentuk manfaat, selain itu hak yang dipersstiagglan adalah salah satu dari
hak-hak hamba yang boleh diambil kompensasinya imMagkan harta seperti
gishash?®

Menurut Ahmad Wardi Muslich, para ulama telah sepakentang
dibolehkannyashulh (perdamaian) dalangishash,sehingga dengan demikian
gishash menjadi gugur.Shulh (perdamaian) dalangishashini boleh dengan
meminta imbaalan yang lebih besar dari pada diehasdengan diat, atau lebih
kecil daripada diat. Juga boleh dengan cara tuiaai atang (angsuran), dengan
jenis diat atau selain jenis diat, dengan syarsgtdjui (diterima) pelaku. Alasan
dibolehkannya shulh atau gishash dengan imbalan yang melebihi jumlah
maksimal diat adalah karengishash itu bukan harta, sehingga tidak
dikhawatirkan terjadinya riba. Adapwshulhatas diat, tidak boleh lebih besar dari

diat, karena apabila demikian, bisa termasukiba.

2" Abd Al Qadir Audah, Il,0p. Cit.,him. 158. Sebagaiman dikutip dalam Ahmad Wardi
Muslich, Hukum Pidana Islaghim. 161.

8 Sayyid SabigFigih Sunnah,Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, him. 345.

2% |bid, him. 348.

%0 Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana Islam,loc. Cit.
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Dasar hukum tentang dibolehkannyghulh ini adalah hadits yang
diriwayatkan oleh Imam Turmudzi dalam kitab Figh Al Islami wa Adillatuhy
bahwa Rasulullah saw bersabda:

G5 o388 ) 3oL b o sERa sL5T G @8 03e O dra

5}?@ ﬁ ééjé ‘3);;;4 L/Aj

Barang siapa yang dibunuh dengan sengaja maka uarysa
diserahkan kepada wali korban. Apabila ia menghé&nda bisa
menggishash, dan apabila ia menghendaki, ia bolehgambil diat:
30 higgah (unta betina umur 3 masuk 4 tahun), 3frgah (unta
umur 4 masuk 5 tahun/ betina), dan 40 khalifah guysing sedang
bunting). Apabila mereka mengadakan perdamaianlig$hmaka itu
adalah hak merek?.

Dalam konteks hak pemilikannya, maupun dalam pergatau akibat
hukumnya,shulh (perdamaian) ini statusnya sama dengan pemaaféaun degpat
menggugurkan qishash. Perbedaannya dengan pengampunan adalah
pengampunan itu pembebasaishashtanpa imbalan, sedangkamulh adalah
pembebasan dengan imbalan. Memang dimungkinkan giamalari gishash
dengan imbalan diat, seperti dikemukakan oleh InSgmafi'i dan Imam Ahmad,
namun menurut Hanafiyah dan Malikiyah, hal itu Isadengan persetujuan
pelaku, dan kalau demikian, hal itu bukan pemaafaelainkan shulh
(perdamaiany?

Hal yang menarik bagi penulis dalam hukum pidadamsdibandingkan

UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dalam kentdlversi dalam

1 Wahbah ZuhailiAl Figh Al Islami wa AdillatuhpJuz VI, Dar Al Fikr, Damaskus, 1989,
him. 293. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad WardilMdiosHukum Pidana Islaphlm. 163
% Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana Islam,loc.cit.
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pembunuhan yang dilakukan anak, dimana diversik tidemaksudkan untuk
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh aeaktama yang diancam
pidana di atas tujuh tahun, padahal pada hakekatiwersi sebagai bentuk
perdamaian untuk mencari penyelesaian yang adgatemenekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula khususnya bagi petadgipasih di bawah umur.

Menurut penulis, jika diselesaikan dengan jalan aladan diganti dengan
diyat maka ada kemanfaatkan bagi kedua belah pilaakbisa menghidupkan
kehidupan baru. Pemberian diyat tersebut di sahekpipada hakekatnya
merupakan bentuk perlindungan kepada korban keahatli lain pihak
merupakan bentuk pidana pengganti karena dilakeangia ajaran pemaaf yang
sangat di anjurkan dalam Al Quran dan sunnah. Peambéiyat juga melindungi
serta meringankan beban tersangka. Selain itu, atkengemberian diyat
mengembangkan prinsip kedamaian hidup antar mamiasiadengan semangat
silaturahmi dan saling memaafkan terhadap segataukgkinan kesalahan dalam
pergaulan bersama dalam masyarakat.

Sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar ra menyatakan badBarang siapa
ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genglygmaka pemudanya”.
Kata ini menegaskan bahwa menurut Islam, pemudaltademen penting dalam
menentukan masa depan bangsa. Anak adalah cikal paikuda. Oleh karena
itu, menurut penulis pasal 9 ayat (1) yang menjalaspembatasan diversi
terhadap kategori tindak pidana pembunuhan petinjali kembali agar semua
anak yang berhadapan dengan hukum bisa diselesagdatuirestorative justice

Pada faktanya, relevansi pemaafan dan perdamaikamhaishash menurut
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hukum pidana Islam terdapat kesamaan dengan diegrabila dipahami makna
serta hikmah yang terkandung dalam Al Quran damaurtersebut. Dengan
demikian, dalam hukum pidana Islam, penyelesaiatalmerestorative justice
merupakan bentuk upaya perdamaisimu(h) yang melibatkan antara korban atau
keluarga korban dan pelaku serta aparat penegaknhukituk membicarakan

masalah hukumnya.
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